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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta 

pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Pasarwajo adalah masalah penyelesaian 

perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo. Maka penyelesaian perkara 

yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Pasarwajo merupakan sasaran strategis 

berpedoman pada factor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari 

realisasi. Adapun pencapaian out put dan out come kinerja lembaga peradilan yang 

dipengaruhi unsur SDM, Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang berkaitan dengan 

penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri 

Pasarwajo. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pasarwajo 

Tahun 2018 ini menyajikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tahun 

2018 dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo 

sesuai dengan visi dan misinya serta tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengadilan 

Tingkat Pertama. 

Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis 

yang akan dicapai dalam tahun 2018. Enam sasaran strategis tersebut selanjutnya 

diukur dengan mengaplikasikan 14 indikator kinerja dan 14 target kinerja. 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang 

ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2018, terdapat 3 (tiga) Sasaran 

Strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100%), yaitu Sasaran Strategis 2, 3 

dan 4. Sedangkan 1 (satu) Sasaran Strategis belum sepenuhnya terlaksana dengan 

baik, yaitu Sasaran Strategis 1 dengan penyebab dan kondisi yang dijelaskan pada bab 

3. 

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri 

Pasarwajo adalah sebesar 93%.  

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis 

tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut : 

 

Sasaran Strategis I 

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 

Indikator Kinerja Target Realisasi 
 

Capaian 
 

a.  Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100% 100% 100% 

- Perdata 

-  

100% 100% 100% 
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Sasaran Strategis I 

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 

Indikator Kinerja Target Realisasi 
 

Capaian 
 

- Pidana   100% 100% 100% 

b.  Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 

 

100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

- Perdata 100% 100% 100% 

- Pidana 100% 100% 100% 

c. Persentase penurunan sisa perkara: 
- Perdata 
- Pidana 

70% 

70% 

80% 

80% 

90% 

90% 

d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya 
Hukum : 

 Banding 

 Kasasi 

 PK 
 

  
 

PK 

100% 
100% 

99% 
99% 

99% 
99% 

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi 

 

 

 

100% 90% 90% 

f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan 
peradilan 

100% 90% 100% 

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I 96,5% 

 

 

Sasaran Strategis II 

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara  

Indikator Kinerja Target Realisasi 
 

Capaian 
 

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat 

Waktu 
100% 100% 100% 

b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi 100% 4% 90% 

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan 
PK secara lengkap dan tepat waktu 
 

100% 100% 100% 

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat 
yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah 
diputus 

100% 100% 100% 

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II 97,5% 

 

Sasaran Strategis III 

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 

Indikator Kinerja Target Realisasi 
 

Capaian 
 

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 
100% 50% 100% 

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan 100% 100% 100% 
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Sasaran Strategis III 

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 

Indikator Kinerja Target Realisasi 
 

Capaian 
 

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat 
layanan bantuan hukum (Posbakum) 

100% 100% 100% 

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III 100% 

 

Sasaran Strategis IV 

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

Indikator Kinerja Target Realisasi 
 

Capaian 
 

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 100% 67% 67% 

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV 67% 

 

Sasaran Strategis V 

Meningkatnya kualitas pengawasan 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

a. Jumlah pengawasan biaya perkara 100% 90% 90% 

b. Jumlah pengawasan keuangan Dipa 100% 90% 90% 

c. Jumlah pengawasan administrasi umum 100% 90% 90% 

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis V 90% 

 

Sasaran Strategis VI 

Meningkatnya kualitas SDM 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

a. Jumlah SDM yang mengikuti diklat 

administrasi Umum 
100% 70% 70% 

b. Jumlah SDM yang mengikuti diklat teknis 100% 60% 60% 

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis V 65% 
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A. Latar Belakang 

 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu 

rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk 

manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun 

anggaran.Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan 

pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah – 

langkah pada tahun berikutnya.Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

Tahunan merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat di 

tarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. 

Pengadilan Negeri Pasarwajo merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah 

kekuasaan Mahkamah Agung sebagai Lembaga Pemerintah yang memiliki 

tanggungjawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang di amanatkan kepada 

masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.Kewajiban tersebut 

dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja secara 

tertulis, periodic dan melembaga.Pelaporan Kinerja dimaksudkan untuk 

menginformasikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam satu tahun 

anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta 

menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. 

Salah satu unsur pokok penjabaran pada Sistem ini adalah penyusunan Rencana 

Strategi (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi, untuk mewujudkan kegiatan yang dilaksanakan secara 

terencana dan terukur dan teruji. 

Pelaksanaan  birokrasi  peradilan  akan  terwujud  apabila  ditata  dalam  suatu sistem 

perencanaan disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, 

perencanaan dan akuntabilitas mutlak adanya.Instruksi Presiden Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

merupakan jawaban dalam birokrasi melalui program program yang telah disusun untuk 

penyelenggaraan kehidupan bernegara yang baik  dari segala aspek, serta berpedoman 

kepadan peraturan yang baru yaitu Peraturan  Presiden  Nomor:  29  Tahun  2014  

tentang  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor: 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara 

meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas 

Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.Sedangkan untuk menciptakan good govermance 

diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya 

tanggap, wawasan kedepan,  akuntabilitas,  pengawasan,  efisensi dan  efektifitas,  

serta profesionalisme.  Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi 

dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program 

 
 
 
 
 
 
 

 BAB I 
PENDAHULUAN 
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meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan 

kinerja aparatur Negara/pemerintah. 

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pasarwajo merupakan pertanggung 

jawaban dari tugas dan fungsi yang diemban dalam melaksanakan kegiatan operasional 

yang disusun dengan mengacu pada penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung 

pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan 

Mahkamah Agung sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 1385/SEK/Ot.01.2/11/2018 tanggal 12 Nopember 2018 tentang 

Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019. 

 

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi 

Kekuasaan    kehakiman    merupakan    kekuasaan    kehakiman    yang    merdeka 

untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  (Pasal  

24 ayat  1 Undang-Undang  Dasar  pasca  Amandemen).  Kekuasaan  kehakiman 

dilaksanakan   oleh Mahkamah   Agung   R.I.,   Badan-badan   peradilan   lain   di   

bawah Mahkamah  Agung  R.I., (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan 

Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945). 

Penyelenggaraan      kekuasaan      Kehakiman      tersebut      diserahkan      

kepada badan badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, 

dan Mahkamah   Agung   sebagai    pengadilan    tertinggi    dengan    tugas    pokok,    

untuk menerima,  memeriksa  dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang 

diajukan kepadanya}.(Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2}) Peradilan 

Umum adalah salah  satu  pelaksana  kekuasaan  Kehakiman   bagi   rakyat   pencari   

keadilan   pada umumnya   (Pasal   2   UU   No.2   Tahun   1984).  Pengadilan    Negeri    

bertugas    dan berwenang,  memeriksa,  mengadili,  memutuskan  dan menyelesaikan  

perkara  pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986) 

Pengadilan  dapat  memberikan  keterangan,  pertimbangan  dan  nasihat  tentang 

hukum kepada  instansi  pemerintah di  daerahnya  apabila  diminta  (Pasal 52  UU  

No.2 Tahun 1986). Selain  menjalankan  tugas  pokok,  pengadilan  dapat  diserahi  

tugas  dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.  

Pengadilan Negeri Pasarwajo Kelas II adalah pelaksana kekuasaan kehakiman 

yang bertugas menyelenggarakan   peradilan   guna   menegakkan   hukum   dan   

keadilan   di Kabupaten   Klaten   berdasarkan     Pancasila,     dengan     tugas     pokok     

menerima, memeriksa    dan   mengadili   serta   menyelesaikan   setiap   perkara   

yang   diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan 

peraturan perundang‐undangan. 

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pasarwajo Kelas II yakni : 

 

B.1.  Kedudukan 
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Pengadilan Negeri Pasarwajo Kelas II merupakan lingkungan Peradilan Umum 

Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari 

yang menjadi  Kawal  Depan  (Voorj  post)  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, 

sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan   

peradilan   guna   menegakan   Hukum   dan   Keadilan. Pengadilan Negeri 

Pasarwajo Kelas II sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang 

menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. 

 

B.2.  Wewenang dan Fungsi 

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Pasarwajo Kelas II antara lain: 

 Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan 

menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat 

pertama. 

 Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada   

pejabat   struktural   dan   fungsional   di   bawah   jajarannya,   baik menyangkut 

teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/ teknologi 

informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. 

 Fungsi   pengawasan,   yakni   mengadakan   pengawasan   melekat   atas 

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, 

dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan 

dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum 

kesekretariatan serta pembangunan. 

 Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada 

instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. 

 Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan 

persidangan), dan administrasi umum (perencanaan / teknologi informasi / pelaporan, 

kepegawaian / organisasi / tatalaksanan, dan keuangan / umum / perlengakapan). 

 Fungsi  Lainnya, antara  lain  melaksanakan  Pelayanan  penyuluhan  hukum, 

pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas- luasnya 

bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, 

sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-

144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai 

pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 

144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1:  Peta Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo 
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Pengadilan  Negeri  Pasarwajo merupakan  Pengadilan  Tingkat  Pertama  

mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, 

Panitera, Sekretaris,  Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera 

Muda Hukum,  Kasubbag  Perencanaan, IT dan Pelaporan,  Kasubbag  

Kepegawaian Organisasi Tata Laksana,  Kasubbag  Umum Keuangan,  Panitera 

Pengganti,  Jurusita/Jurusita  Pengganti  yang  mempunyai  tugas pokok  dan fungsi  

sebagai berikut: 

1. Ketua Pengadilan Negeri tugas pokok dan fungsinya adalah : Pemimpin Pelaksanaan 

tugas  Pengadilan  Negeri  dalam  mengawasi,  mengevaluasi,  dan  melaporkan 

pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang- 

undangan yang berlaku. 

2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri tugas pokok dan fungsinya adalah : Mewakili Ketua 

Pengadilan  Negeri  dalam  hal ini merencanakan  dan melaksanakan  tugas pokok  

dan fungsi  sebagai  Wakil  Ketua Pengadilan  Negeri  serta mengkoordinir  dan 

melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Negeri. 

3. Hakim  tugas pokok  dan  fungsinya  adalah  : Menerima  dan  meneliti  berkas  perkara 

serta  bertanggung  jawab  atas  perkara  yang  diterima  yang  menjadi  

wewenangnya baik dalam proses  maupun penyelesaiannya  sampai dengan  

minutasi.  Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri menyusun Program Kerja 

Jangka Panjang dan jangka Pendek,   serta  melaksanakan   Pengawasan   Bidang  

atas  perintah   Ketua  Pengadilan Negeri Pasarwajo. 

4. Panitera tugas pokok dan fungsinya adalah : Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan 

Negeri dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang 

Administrasi Perkara, Administrasi Umum dan Administrasi lainnya yang berkaitan 

dengan   menyiapkan konsep rumusan   kebijakan   dalam   menggerakan  

pelaksanaan tugas  kegiatan  Kepaniteraan  dan  Kesekretariatan  dalam  menyusun  

program  kerja jangka panjang dan jangka pendek. 

5. Sekretaris  tugas pokok  dan fungsinya adalah  : melaksanakan tugas dalam memimpin 

pelaksanaan di Kesekretariatan bertanggung jawab dalam menggerakkan dan 

menyiapkan konsep serta memecahkan masalah yang muncul di bidang 

Kesekretariatan serta bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan. 

6. Panitera Muda Perdata tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan 

megkoordinir/menggerakkan   seluruh  aktivitas  pada  bagian  Kepaniteraan   Perdata 

serta menyiapkan  konsep  rumusan  kebijakan  dalam  pelaksanaan  mengevaluasi  

dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Panitera. 

7. Panitera Muda Pidana tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan 

mengkoordinir/menggerakkan  seluruh  aktivitas  pada  bagian  Kepaniteraan   

Pidana serta menyiapkan  konsep  rumusan  kebijakan  dalam  pelaksanaan  

mengevaluasi  dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Panitera. 

8. Panitera Muda Hukum tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan 

mengkoordinir/menggerakkan  seluruh  aktivitas  pada  bagian  Kepaniteraan  Hukum 

serta menyiapkan  konsep  rumusan  kebijakan  dalam  pelaksanaan  mengevaluasi  

dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Panitera. 

9. Kasubbag     Perencanaan, IT dan Pelaporan     tugas     pokok     dan fungsinya 

adalah : Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan  seluruh   aktivitas   pada  Sub.  

Bagian  Perencanaan, IT dan Pelaporan serta  menyiapkan  konsep  rumusan  
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kebijakan  dalam  pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung 

jawab kepada Sekretaris. 

10. Kasubbag   Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana   tugas   pokok   dan   

fungsinya   adalah   :   Memimpin   dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh 

aktivitas pada Sub. Bagian Kepegawaian serta menyiapkan  konsep rumusan 

kebijakan  dalam pelaksanaan  mengevaluasi  dan membuat laporan/bertanggung 

jawab kepada Sekretaris. 

11. Kasubbag Umum dan Keuangan tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan 

mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bagian Keuangan serta 

menyiapkan  konsep rumusan kebijakan  dalam pelaksanaan  mengevaluasi  

Memimpin     dan mengkoordinir/ menggerakkan  seluruh   aktivitas   pada  Sub.  

Bagian  Umum  (rumah tangga)  serta  menyiapkan  konsep  rumusan  kebijakan  

dalam  pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada 

Sekretaris 

12. Panitera Pengganti tugas pokok dan fungsinya adalah : Mendampingi dan membantu 

Hakim dalam menyidangkan  perkara dan membuat berita acara, membuat instrumen 

sidang, dan menyerahkan berkas perkara yang telah selesai kepada Panitera Muda 

Hukum serta bertanggung jawab kepada Panitera. 

13. Jurusita/Jurusita Pengganti tugas pokok dan fungsinya adalah : Melaksanakan tugas 

kejurusitaan dan bertanggung jawab kepada Panitera. 
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A. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 

Renstra  merupakan  visionable  dari  kinerja  dan rencana kinerja Pengadilan 

Negeri Pasarwajo sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada 

dibawah Mahkamah  Agung RI berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam visi, 

misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi. 

Selanjutnya  untuk  memberikan  arah  dan  sasaran  yang jelas  serta sebagai  

pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan  Negeri Pasarwajo  diselaraskan  dengan 

arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana 

pembangunan nasional yang  telah  ditetapkan  dalam  Rencana  Pembangunan  

Nasional  Jangka  Panjang  (RPNJP) 2005 – 2025  dan  Rencana  Pembangunan  

Jangka  Menengah  (RPJM)  2015-2019,  sebagai pedoman dan pengendalian  kinerja 

dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi 

serta tujuan organisasi. 

Visi  adalah  suatu  gambaran  yang  menantang  tentang  keadaan  masa  

depan  yang diinginkan  untuk  mewujudkan  tercapainya  tugas  pokok  dan  fungsi  

Pengadilan  Negeri Pasarwajo. 

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Pasarwajo adalah: 

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Pasarwajo yang Agung” 

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Pasarwajo menetapkan misi yang 

menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 

 

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Pasarwajo 

A.1 V i s i 

Visi  Pengadilan  Negeri  Pasarwajo  mengacu  pada  Visi  Mahkamah  Agung 

RI yang berhasil  dirumuskan  pada kesimpulan Rakernas  Mahakamah  Agung 

beberapa tahun lalu tepatnya pada 10 September 2009 dan masih ditetapkan 

pada rakernas berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan : 

a)     Pengadilan  Negeri  menunjukkan  institusi  yang  berada    dalam  lembaga  

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Umum khususnya; 

b) Pasarwajo, tentu saja menunjukkan lokasi keberadaan Pengadilan Negeri; 

c)     Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran,    

kemuliaan, keluhuran; 

Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Negeri Pasarwajo sebagai Institusi 

yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki 

 
 
 
 
 
 
 

 BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

VISI PENGADILAN NEGERI PASARWAJO adalah 
“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PASARWAJO YANG AGUNG 

 



LKJIP PENGADILAN NEGERI PASARWAJO KELAS II  7 
 

kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas 

pokoknya, yaitu memutus perkara. 

Visi Badan Peradilan  tersebut di atas, dirumuskan  dengan merajuk pada 

Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan 

Negara Republik Indonesia. 

Visi merupakan harapan dan cita-cita Pengadilan Negeri Pasarwajo khususnya 

dan Mahkamah   Agung   pada   umumnya.   Untuk   mewujudkan   Visi   tersebut,   

maka   perlu peningkatan Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas maupun 

kualitas. Serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai. 

 

A.2. M i s i 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Visi dari suatu organisasi, maka perlu dijabarkan dalam bentuk Misi yang 

harus dijalankan.  Adapun  Misi  Pengadilan  Negeri  Pasarwajo,  sesuai  dengan  

misi  Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu : 

1.     Menjaga kemandirian badan peradilan; 

2.     Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari kebenaran; 

3.     Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; 

4.     Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. 

Penjelasan keempat misi Badan Peradilan yang digagas, dalam rangka 

memastikan “Terwujudnya  Badan Peradilan  Indonesia  Yang Agung” delapan 

belas tahun mendatang, adalah sebagai berikut : 

a.     Menjaga Kemandirian Badan Peradilan 

Syarat  utama terselenggaranya  suatu  proses  peradilan  yang 

obyektif  adalah  adanya kemandirian   lembaga   yang   menyelenggarakan    

peradilan,   yaitu   kemandirian   badan peradilan  sebagai  sebuah  lembaga  

(kemandirian  instutional),  serta  kemandirian  hakim dalam menjalankan 

fungsinya (kemandirian individual/fungsional).  Kemandirian menjadi kata  

kunci  dalam  usaha  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi  badan  

peradilan  secara efektif. 

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan 

telah mendapatkan kewenangan  atas urusan organisasi,  administrasi  dan 

finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta 

pengawasan organisasi, administrasi dan finansial seluruh badan peradilan 

di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak  

mengganggu  pelaksanaan  tugas kekuasaan  kehakiman  yang diembannya. 

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan  adalah kemandirian pengelolaan  

Pengadilan Negeri Pasarwajo mengemban misi : 
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pasarwajo 

2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan 
3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pasarwajo 

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Pasarwajo 
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anggaran berbasi kinerja  dan  penyediaan  sarana  pendukung  dalam  

bentuk  alokasi  yang pasti  dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini 

untuk memberikan jaminan penyelenggaraan  pengadilan diseluruh 

Indonesia. 

Selain kemandirian Instutional, kemandirian badan peradilan juga 

mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian 

individual/fungsional)  yang terkait erat dengan   tujuan   penyelenggaraan   

peradilan.   Tujuan   penyelenggaraan   peradilan yang dimaksud adalah 

untuk menjamin adanya   pengakuan,  jaminan,  perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil setiap manusia. Selain itu juga perlu dibangun pemahaman 

dan kemampuan yang setara diantara hakim mengenai masalah-masalah 

hukum yang berkembang. 

b.     Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan 

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan  peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karenanya orientasi perbaikan 

yang dilakukan oleh Mahkamah  Agung harus mempertimbangkan 

kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Dengan demikian 

adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan 

pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. 

Keadilan,  bagi  para  pencari  keadilan  pada  dasarnya  merupakan  

suatu  nilai  yang subyektif,  karena  adil  menurut  satu  pihak  belum  tentu  

adil  bagi  pihak  lain. Penyelenggaraan  peradilan atau penegakan hukum 

harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang 

adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan 

kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. 

Perbaikan  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung,  selain  

menyentuh  aspek yudisial, yaitu  substansi  putusan  yang dapat  

dipertanggung jawabkan, juga akan meliputi peningkatan  pelayanan  

administratif  sebagai  penunjang  berjalannya  proses  yang  adil. Sebagai 

contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan 

pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari 

keadilan. 

c.      Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan 

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan 

kecepatan pergerakan  perubahan  badan  peradilan.  Dalam  sistem satu 

atap,  peran  pimpinan  badan peradilan,  selain menguasai  aspek teknis 

yudisial,  diharuskan  juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non 

teknis (yudisial). 

Terkait   aspek   yudisial,   seorang   pimpinan   pengadilan   

bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan 

yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, Pimpinan 

badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata 

lain Pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non- 

yudisial. 
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Motto Pengadilan Negeri Pasarwajo Kelas II:  
PN PASARWAJO JAYA 

J : Jujur (Tulus dan Ihklas),  
A : Akuntabel (Bertanggung Jawab) 

Y : Yakin (Percaya, Bersungguh-Sungguh) 
A : Akurat (Cermat, Tepat, Penuh Ketelitian) 

 

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Mahkamah Agung akan 

menitikberatkan peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan 

membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-

yudisial. 

d.     Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan 

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting 

untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. 

Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan  sistem 

pembinaan, pengawasan,  serta publikasi putusan-putusan yang dapat 

dipertanggngjawabkan. 

Selain  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban   publik,  adanya  

pengelolaan  organisasi yang  terbuka,  juga  akan  membangun   

kepercayaan   pengemban   kepentingan  di  dalam badan   peradilan   itu   

sendiri.   Melalui   keterbukaan   informasi   dan   pelaporan   internal, personil 

peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan 

pengembangan   diri   dengan   pendidikan   dan   pelatihan,   serta   

penghargaan   atau   pun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. 

Terlaksananya  prinsip  transparans,  pemberian  perlakuan  yang 

setara, serta jaminan proses  yang  jujur  dan  adil,  hanya  dapat  dicapai  

dengan  usaha  para  personil  peradilan untuk bekerja secara profesional 

dan menjaga integritasnya. 

 

A.3. Motto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain Visi dan Misi diatas, guna meningkatkan semangat budaya kerja 

Pengadilan Negeri Pasarwajo juga telah mempunyai Motto yang dituangkan dalam 

kalimat “Pengadilan Negeri Pasarwajo JAYA” yang merupakan kepanjangan atau 

penjabaran dari : (Jujur, Akuntabel, Yakin, Akurat) 

 

Tujuan dan Sasaran Strategis 

Tujuan 

Tujuan strategis merupakan penjabaran  atau implementasi  dari pernyataan visi 

yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan 

diformulasikannya  tujuan strategis, Pengadilan Negeri Pasarwajo akan dapat secara 

tepat mengetahui  apa yang harus dilaksanakan  oleh organisasi  dalam  memenuhi  visi 
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misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dan memungkinkan untuk 

mengukur sejauh   mana visi misi  organisasi  telah dicapai  mengingat  tujuan   strategis  

dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. 

Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Pasarwajo sebagai berikut : 

1.    Meningkatkan Kemampuan dan Kinerja Pengadilan agar lebih efektif dan efisien; 

2.     Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan; 

3.     Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan 

 

Sasaran 

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek 

daripada  tujuan.  Sasaran  yang  ditetapkan  dalam  Renstra  Pengadilan  Negeri  

Pasarwajo adalah : 

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 

 

Keempat  sasaran  tersebut  merupakan  sasaran  yang akan dicapai  Pengadilan  

Negeri Pasarwajo dalam tahun 2015-2019. Karena keempat sasaran tersebut belum 

dapat menjelaskan sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya secara spesifik dan 

terukur, maka Pengadilan  Negeri Pasarwajo dalam tahun 2018 menetapkan  sasaran 

yang dicapai dalam tahun  2018 dengan  memperhatikan  fungsi  Pengadilan  Negeri  

Pasarwajo  serta  unit-unit kerja yang ada dibawahnya yang mendukung Lembaga 

Pengadilan Negeri dalam melaksanakan  tugas pokok dan fungsinya.  Sasaran  tersebut 

tercerminkan  dalam sasaran program yang dituangkan dalam dokumen penetapan 

kinerja tahun 2018. 

 

Program Utama dan Kegiatan Pokok 

Salah satu inti kegiatan yang merupakan program utama dari tugas pokok dan 

fungsi Pengadilan Negeri Pasarwajo adalah pelayanan publik dengan transparansi, cepat 

tanggap, efektif dan efisien. 

Program dan kegiatan skala prioritas Pengadilan Negeri Pasarwajo tahun 2018 

mempunyai 6 (enam) kegiatan pokok, sebagai berikut : 

1)     Program Pelayanan Publik. 

Melayani masyarakat yang ingin mendapatkan informasi dari Pengadilan Negeri 

Pasarwajo   dengan   adanya   Meja   Informasi   (desk   info),   TV   Media   dan   

website Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berbasis IT; 

2)     Program Penegakan Hukum dan HAM. 

Kegiatan   prioritas   yang   dilaksanakan   adalah   peningkatan   kapasitas   

penanganan perkara pada proses peradilan tingkat pertama dan perkara tunggakan. 

3)     Program Peningkatan Manajemen Aparatur Peradilan Umum. 

Program  Dukungan  Manajemen  dan  Pelaksanaan  Tugas  Teknis  Lainnya  

Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai  sasaran  strategis  menciptakan  sumber 

daya manusia yangberkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. 

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 
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a)     Pelaksanaan pembinaan berstruktur; 

b)    Tindak lanjut pengaduan yang masuk; 

c)     Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa. 

4)     Program Peningkatan Sumber Daya Manusia/Aparatur Peradilan. 

Kegiatan  ini lebih terarah kepada para Pejabat dan Pegawai  baik Teknis,  

Struktural, maupun   Fungsional.    Salah   satunya   dengan   mengadakan    

Sosialisasi    dan   Ujian Sertifikasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

pengadaan Barang dan Jasa, dimana diharapkan agar muncul generasi-generasi 

baru yang lebih berprofesional dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang 

dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

5)     Program Peningkatan Kinerja Aparatur Lembaga Peradilan Umum. 

Pengadaan  Perlengkapan  Sarana  dan  Prasarana  Gedung  Kantor  dan  Rumah-

rumah Dinas Hakim,  Pengadaan  Alat Pengolah  Data,  Pengadaan  Meubelair,  

dan  Pengadaan Operasional yaitu Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 

Roda 4. 

6)     Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Aparatur Lembaga Peradilan. 

Pengadaan Penambahan dan Pengembangan Sistem Jaringan IT, agar lebih 

mampu memberikan pelayanan keadilan kepada masyarakat yang lebih luas dan 

dapat mengontrol  atau mengawasi kinerja dari para Hakim dan Pegawai 

Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan dilengkapi CCTV. 

 

B. Rencana Kinerja Tahun 2018 

Kinerja Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tahun 2018 dilakukan dengan cara 

membandingkan  antara sasaran yang menguraikan indikator kinerja dan target, program 

serta program yang ingin dicapai. Realisasi masing-masing indikator kinerja sesuai 

dengan rincian  yang terletak  pada sumber daya manusianya  yang berkualitas  dan 

fasilitas  yang telah disediakan. 

Selanjutnya  untuk  menetapkan  target  kinerja  tahun  2018,  maka  tidak  terlepas  

dari Core Bussines Pengadilan Negeri Pasarwajo yaitu menerima, memeriksa dan 

memutus perkara, sehingga apa saja yang harus dilaksanakan yang didukung oleh 

jumlah anggaran yang mencukupi dan berimbang untuk menyelesaikan perkara yang 

masuk. 

Rencana  Kinerja Tahunan  yang akan dilaksanakan  pada tahun 2018 tertuang  

dalam bentuk Matrik Rencana Kinerja Tahun 2018 sebagai berikut : 

 

Tabel :  
Rencana Kinerja Tahun 2018  

Pengadilan Negeri Pasarwajo Kelas II 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 

1. Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, 

Transparan dan Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan 
- Perdata 
- Pidana 

 

100% 
100% 
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b. Persentase perkara yang diselesaikan 

tepat waktu 

- Perdata 

- Pidana 

 

 

100% 
100% 

 

c. Persentase penurunan sisa perkara: 
- Perdata 

- Pidana 
 

 

70% 

70% 

 
d. Persentase Putusan Perkara yang 

Tidak Mengajukan Upaya Hukum : 

 Banding 

 Kasasi 

 PK 

 
 

100% 
100% 
100% 

e. Persentase Perkara Pidana Anak 
yang diselesaikan secara Diversi 

 

100% 

f. Index Responden pencari keadilan 
yang puas terhadap layanan 
peradilan 

100% 

2. Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan Penyelesaian 

Perkara 

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh 

para pihak Tepat Waktu 

100% 

b. Persentase Perkara yang diselesaikan 
melalui Mediasi 

90% 

c. Persentase berkas perkara yang 
diajukan Banding, Kasasi dan PK 
secara lengkap dan tepat waktu 

 

 
100% 

d. Persentase putusan perkara yang 
menarik perhatian masyarakat yang 
dapat diakses secara online dalam 
waktu 1 hari setelah diputus 

100% 

3. Meningkatnya akses peradilan 

bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan 

a. Persentase perkara prodeo yang 
diselesaikan 

100% 

b. Persentase perkara yang diselesaikan di 
luar gedung pengadilan 

100% 

c. Persentase pencari keadilan golongan 
tertentu yang mendapat layanan 
bantuan hukum (Posbakum) 

100% 

4. Meningkatnya kepatuhan 

terhadap putusan pengadilan 

Persentase putusan perkara perdata 
yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 

100% 

5. Meningkatnya kualitas 

pengawasan 

a. Jumlah pengawsan biaya 

perkara 

b. Jumlah pengawasan keuangan 

Dipa 

c. Jumlah pengawasan administrasi 

umum 

100% 

 

100% 

 

100% 

6. Meningkatnya kualitas SDM a. Jumlah SDM yang mengikuti 

diklat administrasi Umum 

b. Jumlah SDM yang mengikuti 

diklat teknis 

 

100% 

 

100% 
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C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 

Penetapan  kinerja  pada  dasarnya  adalah  pernyataan  komitmen  yang 

mempresentasikan  tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam 

rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. 

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, 

transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian 

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Pasarwajo, 

menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. 

 

Tabel :  
Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pasarwajo Tahun 2018 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, 

Transparan dan Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan 
- Perdata 
- Pidana 

 

100% 
100% 

 
b. Persentase perkara yang diselesaikan 

tepat waktu 

- Perdata 

- Pidana 

 

 

100% 
100% 

 

c. Persentase penurunan sisa 
perkara: 
- Perdata 

- Pidana 

 

 

 

70% 

70% 

 

d. Persentase Putusan Perkara yang 
Tidak Mengajukan Upaya Hukum : 

 Banding 

 Kasasi 

 PK 

 

100% 
100% 
100% 

 

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang 
diselesaikan secara Diversi 

 

90% 

f. Index Responden pencari keadilan 
yang puas terhadap layanan peradilan 

100% 
 

2. Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan Penyelesaian 

Perkara 

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima 

Oleh para pihak Tepat Waktu 

100% 
 

b. Persentase Perkara yang diselesaikan 
melalui Mediasi 

100% 
 

c. Persentase berkas perkara yang diajukan 
Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan 
tepat waktu 

 

 
100% 

 

d. Persentase putusan perkara yang 
menarik perhatian masyarakat yang 
dapat diakses secara online dalam 
waktu 1 hari setelah diputus 

100% 
 

3. Meningkatnya akses peradilan 

bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan 

a. Persentase perkara prodeo yang 
diselesaikan 

100% 
 

b. Persentase perkara yang diselesaikan di 
luar gedung pengadilan 

100% 
 

c. Persentase pencari keadilan golongan 
tertentu yang mendapat layanan 
bantuan hukum (Posbakum) 

100% 
 

4. Meningkatnya kepatuhan 

terhadap putusan pengadilan 

Persentase putusan perkara perdata 
yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 

100% 
 

5. Meningkatnya kualitas a. Jumlah pengawasan biaya 100% 
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pengawasan perkara 

b. Jumlah pengawasan keuangan 

Dipa 

c. Jumlah pengawasan administrasi 

umum 

 

100% 
 

 

100% 
 

6. Meningkatnya kualitas SDM a. Jumlah SDM yang mengikuti 

diklat administrasi Umum 

b. Jumlah SDM yang mengikuti 

diklat teknis 

 

100% 
 

 

100% 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018 

 
A. Capaian  Kinerja Tahun 2018 

 

Akuntabilitas Kinerja  adalah  gambaran  mengenai  tingkat  pencapaian  

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi 

dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu 

organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk 

menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, 

untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan 

misi organisasi.  Pengukuran  kinerja  merupakan  suatu  metode  untuk  menilai  

kemajuan  yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk 

memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat 

manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. 

Pengukuran    tingkat   capaian   kinerja   Pengadilan   Negeri   Pasarwajo   tahun 

2018, dilakukan  dengan  cara membandingkan  antara target pencapaian  indikator  

kinerja yang telah   ditetapkan   dengan   realisasinya,   sehingga   terlihat   apakah   

sasaran   yang   telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa 

keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target 

yang belum tercapai dalam tahun 2018. 

Secara umum, dari hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 

tahun 2018 Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian 

besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan telah dicapai tahun 

2018. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator 

kinerja sasaran strategis  yang  ditetapkan,  masih  belum  mencapai  target  pencapian  

2018.  Maka  hal  itu, akan diupayakan agar pencapaiannya dapat ditingkatkan pada  

tahun 2019. 

Tahun  2018 Pengadilan  Negeri  Pasarwajo  menetapkan  6  (enam)  sasaran  

yang  akan dicapai. Keenam  sasaran  tersebut  selanjutnya  diukur dengan  

mengaplikasikan  17 (tujuh belas) indikator kinerja, realisasi pada akhir tahun 2018, 

sebagai berikut : 

Tabel : 
Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Pasarwajo Tahun 2018 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA TARGET 

 

REALISASI 
 

CAPAIAN 

(%) 
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1. Terwujudnya 

Proses 

Peradilan 

yang Pasti, 

Transparan 

dan 

Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara 
yang diselesaikan 
- Perdata 
- Pidana 

 
 

100% 
 100% 

 
 

100% 
100% 

 
 

100% 
100% 

b. Persentase perkara 

yang diselesaikan tepat 

waktu 

- Perdata 

- Pidana 

 
 

 
100% 
100% 

 
 
 

100% 
100% 

 

 

100% 
100% 

c. Persentase penurunan 
sisa perkara: 
- Perdata 
- Pidana 

 

 

 

70% 
70% 

 

 

 

 
80% 
80% 

 

 
90% 
90% 

d. Persentase Putusan 
Perkara yang Tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum : 
 Banding 
 Kasasi 
 PK 

 
 
 
 

100% 
100% 

- 

 
 
 
 

99% 
99% 

- 

 
 
 
 

99% 
99% 

- 

e. Persentase Perkara 
Pidana Anak yang 
diselesaikan secara 
Diversi 

 

100% 

 

90% 

 

90% 

f. Index Responden pencari 
keadilan yang puas 
terhadap layanan 
peradilan 

g.  
h.  

 

100% 

 

90% 

 

100% 

2. Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Perkara 

a. Persentase Isi Putusan 

Yang Diterima Oleh para 

pihak Tepat Waktu 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

b. Persentase Perkara yang 
diselesaikan melalui 
Mediasi 

 
100% 

 
4% 

 
90% 

c. Persentase berkas perkara 
yang diajukan Banding, 
Kasasi dan PK secara 
lengkap dan tepat waktu 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

d. Persentase putusan 
perkara yang menarik 
perhatian masyarakat yang 
dapat diakses secara 
online dalam waktu 1 hari 
setelah diputus 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

3. Meningkatnya 

akses 

peradilan 

bagi 

masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

a. Persentase perkara prodeo 
yang diselesaikan 

 

100% 

 

50% 

 

100% 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan di luar gedung 
Pengadilan 
 
 
 
 
 

100% 100% 100% 

c. Persentase pencari 
keadilan golongan tertentu 
yang mendapat layanan 
bantuan hukum 
(Posbakum) 

100% 100% 100% 

4. Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap 

putusan 

pengadilan 

Persentase putusan 
perkara perdata yang 
ditindaklanjuti (dieksekusi) 

100% 100% 100% 
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* Capaian:     

Berikut ini adalah penjelasan dari   masing-masing indikator kinerja pada tiap 

sasaran strategis : 

 

 

 

 Sasaran 1 :  Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, 

Transparan dan Akuntabel 

 
Sasaran  ini  dimaksudkan  untuk  menggambarkan  efektifitas  dan  efisiensi 

penyelenggaran  penyelesaian  perkara  di Pengadilan  Negeri  Pasarwajo.  Indikator  

kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 6 (Enam) 

indikator. 

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2018, dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

Tabel : 
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 

5. Meningkatnya 

kualitas 

pengawasan 

a. Jumlah pengawasan 

biaya perkara 

b. Jumlah pengawasan 

keuangan Dipa 

c. Jumlah pengawasan 

administrasi umum 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

90% 

 

90% 

 

90% 

 

90% 

 

90% 

 

90% 

 

6. Meningkatnya 

kualitas SDM 

a. Jumlah SDM yang 

mengikuti diklat 

administrasi Umum 

b. Jumlah SDM yang 

mengikuti diklat teknis 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

70% 

 

 

60% 

70% 

 

 

60% 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 
TARGET 

 

REALISASI 

 

CAPAIAN 

(%) 

 1. Terwujudnya 

Proses Peradilan 

yang Pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

a. Persentase sisa 
perkara yang 
diselesaikan 

- Perdata 
- Pidana 

 
 
 

100% 
100% 

 
 
 

100% 
100% 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

100% 
100% 

 

 

b. Persentase perkara yang 

diselesaikan tepat waktu 

- Perdata 

- Pidana 

 
 
 

100% 
100% 

 
 
 

100% 
100% 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

100% 
100% 

 

 
c. Persentase penurunan 

sisa perkara: 
- Perdata 

- Pidana 

 

 

70% 

70% 

 

 

 

 

80% 

80% 

 

 

90% 

90% 

d. Persentase Putusan 
Perkara yang Tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum : 

 Banding 

 Kasasi 

 PK 

 
 
 
 

100% 
   99% 

   - 

 
 

 
 

100% 
    99% 

- 

 
 
 
 

100% 
     99% 

- 

Realisasi 
X 100% 

Target 
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Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut: 

Sasaran 1 

Indikator kinerja ke - 1:  Persentase sisa perkara yang diselesaikan. 

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara 

yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. 

- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2018. 

- Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan 

 

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-1 

Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan 

Sisa perkara adalah jumlah perkara yang belum selesai di tahun sebelumnya. 

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan 

dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. 

Tabel 

Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2016 - 2018 

Tahun 
Jenis 

Perkara 
Sisa Perkara   

Sisa Perkara 

Yang 

Diselesaikan 

Target 
Reali

sasi 
Capaian 

2016 
Pidana 26 26 100% 100% 100% 

Perdata 4 4 100% 100% 100% 

2017 
Pidana 39 39 100% 100% 100% 

Perdata 8 8 100% 100% 100% 

2018 
Pidana 56 56 100% 100% 100% 

Perdata 18 18 100% 100% 100% 

Sisa perkara pidana tahun 2017 adalah sebanyak 18 perkara. Dari jumlah tersebut telah 

diselesaikan semuanya di tahun 2018, sehingga jumlah capaian untuk indikator persentase sisa 

perkara yang diselesaikan tahun 2018 sebesar 100%. 

(Analisa tercapai atau tidak tercapai) 

 

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-2 

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu 

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu 

dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. 

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka 

waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima) 

bulan. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang masuk 

dari bulan Agustus tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juli di tahun berjalan, 

e. Persentase Perkara Pidana 
Anak yang diselesaikan 
secara Diversi 

 

100% 90% 90% 

f. Index Responden pencari 
keadilan yang puas 
terhadap layanan peradilan 

 

 

100% 90% 100% 



LKJIP PENGADILAN NEGERI PASARWAJO KELAS II  19 
 

karena perkara yang masuk di bulan Agustus s.d Desember di tahun berjalan memiliki 

batas waktu penyelesaian perkara hingga tahun berikutnya sehingga akan lebih tepat 

jika dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya. 

Tabel : 

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu 

Tahun 
Jenis 

Perkara 

Perkara Yang 

Harus 

Diselesaikan 

Perkara Yang 

Diselesaikan 

Tepat Waktu 

Target Realisasi Capaian 

2016 
Pidana 920 920 100% 100% 100% 

Perdata 20 20 100% 100% 100% 

2017 
Pidana 1513 1494 100% 100% 100% 

Perdata 30 18 100% 100% 100% 

2018 
Pidana 4395 4382 100% 100% 100% 

Perdata 56 54 100% 100% 100% 

 

Perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2018 adalah sebanyak 4.436 perkara, 

perkara yang harus diselesaikan adalah sebanyak 4.451 perkara. Sehingga realisasi 

persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 100 % dan 

capaiannya sebesar 100 %. Jumlah ini meningkat/menurun dari tahun sebelumnya 

karena Penambahan Wilayah Hukum Kabupaten Buton yaitu Kabupaten Wakatobi, 

Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Bombana 

sehingga jumlah perkara yang masuk bertambah. 

(Analisa tercapai atau tidak tercapai) 

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-3 

 
Tabel : 

Persentase penurunan sisa perkara 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

2018 2017 2016 

Persentase sisa perkara 

yang diselesaikan : 

- Perdata 

- Pidana 

 

 

100% 

100% 

 

 

90% 

90% 

 

 

90% 

90% 

 

 

80% 

80% 

 

 

70% 

70% 

 

 

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke- 4 

Persentase Putusan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 

a. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang sudah diputus. 

 

         Tabel 

      Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 
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Tahun 
Perkara 

Putus 

Perkara 

Yang 

Mengajukan 

Banding 

Perkara 

Yang Tidak 

Mengajukan 

Banding 

Target Realisasi Capaian 

2016 9 9 4 100% 100% 100% 

2017 2 2 2 100% 100% 100% 

2018 1 1 1 100% 99% 99% 

 

Pada tahun 2018 jumlah perkara yang tidak mengajukan banding adalah sebanyak 1 

perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 2 perkara. Persentase perkara 

yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 100%, maka capaiannya 

adalah sebesar 99%. Jumlah ini meningkat/menurun dari tahun sebelumnya karena 

adanya beban perkara yang meningkat di Tahun 2018 sehingga ada penurunan Upaya 

Hukum Banding. 

b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus. 

 

         Tabel : 

      Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 

Tahun 
Perkara 

Putus 

Perkara Yang 

Mengajukan 

Kasasi 

Perkara 

Yang Tidak 

Mengajukan 

Kasasi 

Target Realisasi Capaian 

2016 940 3 937 100% 100% 100% 

2017 1543 748 1535 100% 100% 100% 

2018 4451 4 4447 100% 100% 100% 

 

Pada tahun 2018 jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah 

sebanyak 4.447 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 4.451 

perkara.Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 

sebesar 100 %, maka capaiannya adalah sebesar 100 %. Jumlah ini 

meningkat/menurun dari tahun sebelumnya karena rasio penanganan perkara nya 

mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. 

(Analisa tercapai atau tidak tercapai) 

 

 

c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan 

Kembali 

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah perkara yang 

sudah diputus. 
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         Tabel 

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali 

Tahun 
Perkara 

Putus 

Perkara Yang 

Mengajukan 

PK 

Perkara 

Yang Tidak 

Mengajukan 

PK 

Target Realisasi Capaian 

2016 - - - 100% - - 

2017 - - - 100% - - 

2018 - - - 100% - - 

 

Pada tahun 2018 jumlah perkara yang tidak mengajukan peninjauan kembali adalah 

sebanyak Nihil dan jumlah perkara putus adalah sebanyak Nihil. Persentase perkara 

yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 0%, maka capaiannya 

adalah sebesar 0%. Jumlah ini sama dengan tahun sebelumnya karena upaya ini 

belum ada di ajukan sampai dengan tahun 2018. 

(Analisa tercapai atau tidak tercapai) 

 

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-5 

Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi 

 

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan 

dengan diversi dengan jumlah perkara anak.  

Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua 

Belas) Tahun (“PP 65/2015”). 

Pengertian diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk 

pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar 

peradilan pidana. Proses diversi wajib diupayakan dalam setiap tahapan sistem 

peradilan pidana anak dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di 

sidang pengadilan. 

Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA: 

(1)  Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan 

negeri wajib diupayakan Diversi. 

(2)  Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana 

yang dilakukan: 

a.   diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan 

b.   bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 

 

Tabel 1 

Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi 
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Tahun 

Jumlah 

Perkara 

Anak 

Diselesaikan 

Secara 

Diversi 

Target Realisasi Capaian 

2016 9 - 100% 90% 90% 

2017 21 - 100% 90% 90% 

2018 17 1 100% 99% 99% 

 

 

Tahun 2018 jumlah perkara anak adalah sebanyak 17 perkara dan yang diselesaikan 

secara diversi  sebanyak 1 perkara, sehingga realisasi dari indikator persentase perkara anak 

yang diselesaikan secara diversi adalah sebesar 99 %. 

 

(Analisa tercapai atau tidak tercapai) 

 

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-6 

Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 

 

 

 Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei 

kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan 

pengadilan di PN Pasarwajo.Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan 

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 

dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.  

 

 Hasil survei...  

Tabel : 

Indeks Kepuasan Pencari Keadilan 

Tahun 
Jumlah Responden 

Survei 
Target Realisasi Capaian 

2016 150 100% 100% 100% 

2017 150 100% 100% 100% 

2018 150 100% 100% 100% 

 

Realisasi tahun 2018 adalah sebesar 100% dengan capaian 100 % 

 

 

(Analisa tercapai atau tidak tercapai) 

 

Sasaran 2 

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

 
 

Tabel : 

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

Indikator Kinerja Capaian 
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0

1

2

3

4

5

2015 2016 2017

Series 1

Series 1

2016 2017 2018 

Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak 100% 100% 100% 

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 2% 4% 7% 

Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi 

dan PK secara lengkap dan tepat waktu 
100% 100% 100% 

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang 

dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara 

diputus 
100% 100% 100% 

Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara 
75,5% 76% 76,75% 

 
Grafik 

Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran 2 Indikator ke 1 

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi 

 

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui 

mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh 

kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.  

 

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke 

pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak 

berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah 

berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui 

Mediasi, kecuali: 

1. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu 

penyelesaiannya meliputi antara lain: 

a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga; 

b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial; 

c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 

d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; 

e. permohonan pembatalan putusan arbitrase; 

f. keberatan atas putusan Komisi Informasi; 

g. penyelesaian perselisihan partai politik; 
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h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan 

i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu 

penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 

2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat 

yang telah dipanggil secara patut; 

3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara 

(intervensi); 

4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan 

perkawinan; 

5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar 

pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di 

pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang 

ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat 

 
Tabel 

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2016-2018 

Tahun 

Perkara 

Yang 

Dilakukan 

Mediasi 

Perkara Yang 

Diselesaikan 

Melalui 

Mediasi 

Target Realisasi Capaian 

2016 0% 0% 0% 0% 0% 

2017 0% 0% 0% 0% 0% 

2018 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2018 adalah sebanyak Nihil dan 

jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak Nihil, sehingga 

realisasi dari indikator ini adalah sebesar 0%, dengan capaian 0 % 

 

(Analisa tercapai atau tidak tercapai) 

 

Sasaran 2 Indikator ke 3 

Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara 

Lengkap Dan Tepat Waktu 

 

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah berkas perkara yang dimohonkan 

banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah perkara yang 

mengajukan banding, kasasi dan PK. 

Berkas perkara yang disebut lengkap adalah...  dan tepat waktu jika... 

 

 
Tabel 

Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan 
Tepat Waktu Tahun 2016-2018 

 

Tahun 

Berkas 

Perkara 

Yang 

Dimohonkan 

Berkas 

Perkara 

Yang 

Dimohonka

Target Realisasi Capaian 
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Banding, 

Kasasi Dan 

PK  

n Banding, 

Kasasi Dan 

PK Secara 

Lengkap 

Dan Tepat 

Waktu 

2016 5 3 100% 100% 100% 

2017 19 8 100% 100% 100% 

2018 13 4 100% 100% 100% 

 

 

Tahun 2018 jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK adalah 

sebanyak 13 perkara dan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK 

secara lengkap dan tepat waktu adalah sebanyak 4 perkara, maka realisasinya adalah 

sebesar 100 % dan capaiannya 100 % 

 

(Analisa tercapai atau tidak tercapai) 

 

Sasaran 2 Indikator ke 4 

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat 

diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus 

 

Indikator ini dihitung dengan membandingkan putusan perkara yang menarik perhatian 

masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus dengan 

putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat. 

 
Tabel : 

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses 
secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus 

Tahun 

Putusan 

Perkara 

Yang 

Menarik 

Perhatian 

Masyarakat 

Putusan Perkara Yang Menarik 

Perhatian Masyarakat Yang 

Dapat Diakses Secara Online 

Dalam Waktu 1 Hari Setelah 

Putus 

Target Realisasi Capaian 

2016 765 765 100% 100% 100% 

2017 1167 1167 100% 100% 100% 

2018 4051 4051 100% 100% 100% 

 

 

Tahun 2018 jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat adalah 

sebanyak 4.051 perkara dan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang 

dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus adalah sebanyak 4.051  

perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 100%. 

 

(Analisa tercapai atau tidak tercapai) 

 

 

Sasaran 3 
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Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan 

 
Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014. 

Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri dari: 

a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara; 

b. Penyelenggaraan Sidang diluar Gedung Pengadilan Negeri; dan 

c. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri. 

 

 

Tabel 

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan 

Indikator Kinerja 
Capaian 

2016 2017 2018 

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100% 100% 100% 

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung 

pengadilan 

100% 100% 100% 

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat 

layanan bantuan hukum (Posbakum) 

100% 100% 100% 

Capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi 

Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan 

100% 100% 100% 

 

 
Grafik 

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan Tahun 2016-

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran 3 Indikator ke 1 

Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan 

 

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan 

dengan jumlah perkara prodeo. 

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat 

mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat 

Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala 

wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu 

membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti 

Kartu 
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Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu 

Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan 

Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang 

berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau 

yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan 

tidak mampu. 

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di 

Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, 

peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum 

Pengadilan; 

Tabel 
Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan 

Tahun 

Jumlah 

Perkara 

Prodeo 

Jumlah Perkara Prodeo Yang 

Diselesaikan 
Target Realisasi Capaian 

2016 4 - 100% 0% 0% 

2017 2 1 90% 50% 50% 

2018 2 - 90% - - 

 

 

Tahun 2018 jumlah perkara prodeo sebanyak 2 perkara dan yang diselesaikan adalah 

sebanyak Nihil, maka realisasinya adalah sebesar 0 % dan capaiannya 0 %. 

 

(Analisa tercapai atau tidak tercapai) 

 

Sasaran 3 Indikator ke 2 

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan 

 

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar 

gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar 

gedung pengadilan. 

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang 

pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah 

masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena 

hambatan biaya, fisik atau geografis.  

 

Tahun 

Jumlah Perkara 

Yang Seharusnya 

Diselesaikan Di Luar 

Gedung Pengadilan 

Jumlah Perkara Yang 

Diselesaikan Di Luar 

Gedung Pengadilan 

Target Realisasi Capaian 

2016 2 2 100% 100% 100% 

2017 72 72 100% 100% 100% 

2018 72 72 100% 100% 100% 
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Tahun 2018 jumlah perkara prodeo sebanyak 72 perkara dan yang diselesaikan adalah 

sebanyak 72 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 100%. 

 

(Analisa tercapai atau tidak tercapai) 

 

Sasaran 3 Indikator ke 3 
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum) 

 

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan 

tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan 

golongan tertentu. 

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara 

ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang 

memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan 

bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. 

 

 

Tabel : 
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum) 

Tahun 

Jumlah Pencari 

Keadilan Golongan 

Tertentu 

Jumlah Pencari Keadilan 

Golongan Tertentu Yang 

Mendapat Layanan Bantuan 

Hukum 

Target Realisasi Capaian 

2016 - - 100% - - 

2017 - - 100% - - 

2018 - - 100% - - 

 

Rasio Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat 

Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pada Pengadilan Negeri Pasarwajo yaitu 

0 perkara dan target pada tahun 2018 0 perkara sehingga rasio sebesar 100 %, 

hal ini disebabkan karena pada Pos Bantuan Hukum hanya terdapat Belanja 

Jasa Konsultan yaitu berupa Honor Advokat/Pengacara Piket. 

 

(Analisa tercapai atau tidak tercapai) 

 

 

Sasaran 4 

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 

 

 
Tabel : 

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 

Indikator Kinerja Capaian 
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Series 1

Series 1

2016 2017 2018 

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

60% 66% 67% 

 

 

 

 
Grafik 

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan PengadilanTahun 2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran 5 
Meningkatnya kualitas pengawasan 

 

Pengawasan merupakan salah satu faktor kunci guna meningkatan 

kepercayaan publik kepada pengadilan, untuk mewujudkan hal tersebut Mahkamah 

Agung secara terus menerus berupaya membuat kebijakan baru guna memberikan 

pelayanan yang ideal, efektif dan efisien yang dapat memperkuat fungsi pengawasan. 

Dengan adanya oknum peradilan yang terkena operasi tangkap tangan oleh KPK, 

maka Mahkamah Agung menganggap perlu melakukan evaluasi kebijakan yang ada 

dan menetapkan kebijakan baru yang mampu memperbaiki kondisi yang ada 

termasuk menerapkan sangsi yang ada. 

 

Sesuai dengan amanat cetak biru dalam rangka penegakan disiplin kerja Hakim 

dan seluruh aparat di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan, Mahkamah 

Agung menerbitkan Perma Nomor 7 Tahun 2016 dengan maksud menegakkan 

disiplin khususnya terhadap Hakim karena sejak dikeluarkannya PP Nomor 94 Tahun 

2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, terjadi penurunan disiplin hakim 

yang diantaranya disebabkan karena tidak ada aturan yang mewajibkan hakim untuk 

datang tepat waktu dan mengisi daftar hadir sehingga   dengan   terbitnya   Perma   

Nomor   7   Tahun   2016   terwujudnya keseragaman penegakan disiplin baik 

terhadap Hakim maupun Non Hakim. 

 

Berdasarkan SK KMA Nomor 096/KMA/SK/X/2006 tanggung jawab pengawasan 

hanya dibebankan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan 

Tingkat Pertama, sehingga pengawasan melekat tidak berjalan sebagaimana 

mestinya, sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka mengefektifkan  

pengawasan  Mahkamah  Agung  menerbitkan  Perma  Nomor  8 Tahun 2016  yang 
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memberikan  tanggung  jawab  pengawasan,  pembinaan  dan pengendalian   kepada   

setiap   pemangku   jabatan   struktural   di   lingkungan Mahkamah Agung maupun 

seluruh jajaran peradilan di bawahnya. 

 

Dengan penetapan tanggung jawab tersebut dalam hal tidak dipenuhinya 

kewajiban pengawasan dan pembinaan oleh atasan langsung merupakan 

pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi berupa penjatuhan hukuman disiplin. 

Pelaksanaan pemeriksaan dan pemberian sanksi tersebut berlaku bagi pemangku 

jabatan tanpa terkecuali, sehingga kepada pimpinan Mahkamah Agung pun dapat 

dilakukan pemeriksaan dan dijatuhi hukuman disiplin apabila berdasarkan hasil 

pemeriksaan terbukti adanya pelanggaran. 

Tabel  

Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan 

Secara Optimal Baik Internal Maupun Eksternal 

TAHUN 

 

Sasaran 

Strategis 

 

Indikator 

Kinerja 

 

Target 

 

Realisasi 

 

Capaian 

2016 

Meningkatnya kualitas 

pengawasan 

a. Jumlah 

pengawasan 

biaya perkara 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

2017 
b. Jumlah 

pengawasan 

keuangan Dipa 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

2018 
c. Jumlah 

pengawasan 

administrasi 

umum 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

Sasaran 6 
Meningkatnya kualitas SDM 

Tabel  

Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Peradilan 

Secara Optimal Baik Internal Maupun Eksternal 

 
 

Sasaran Strategis 

 

Indikator Kinerja 

 

Target 

 

Realisasi 

 

Capaian 

Meningkatnya kualitas SDM a. Jumlah SDM yang 

mengikuti diklat 

administrasi Umum 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 b. Jumlah SDM yang 

mengikuti diklat 

teknis 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan 

parameter objektif adalah perbandingan antara jabatan yang sudah memenuhi 

standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif dengan jabatan yang belum 

memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif. Persentase Hakim 
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yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian adalah perbandingan jumlah 

hakim yang lulus pelatihan sertifikasi spesialisasi keahlian dengan jumlah hakim yang 

mengikuti pelatihan sertifikasi spesialisasi keahlian. 

B. REALISASI ANGGARAN 

Anggaran Pengadilan Negeri Pasarwajo tahun 2018 adalah sebesar 

Rp3.762.311.000,- untuk Dipa 01 dan Rp. 201.941.000,- untuk Dipa 03 namun dalam 

perjalanan mengalami revisi anggaran karena adanya pagu minus Belanja Pegawai 

(Dipa 01) dan Kurangnya Anggaran pada Konsumsi Makan Tahanan (Dipa 03) 

sehingga pagu anggaran menjadi Rp3.883.110.000,- (Dipa 01) dan Rp. 215.507.000,- 

(Dipa 03) jadi Realisasi anggaran Pengadilan Negeri Pasarwajo per 31 Desember 2018 

tercatat sebesar Rp3.868.712.636,- (Dipa 01) dan Rp. 194.565.310,- (Dipa 03) atau 

sebesar 99,63(%) untuk Dipa 01 dan 90, 28% untuk Dipa 03. Dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya persentasi realisasi anggaran Pengadilan Negeri Pasarwajo pada 

tahun 2018 mengalami Peningkatan Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut : 

No Tahun 
Anggaran  

(Rp) 
Realisasi  

(Rp) 
% 

1 
2016 

01 = 3.566.303.000,- 

03 = 103.027.000,- 

01 = 3.430.009.629,- 

03 = 79.453.100,- 

96,18% 

77,12% 

2 
2017 

01 = 3.908.836.000,- 

03 = 165.962.000,- 

01 = 3.640.437.080,- 

03 = 159.108.937,- 

93,13% 

95,87% 

3 
2018 

01 = 3.883.110.000,- 

03 = 215.507.000,- 

01 = 3.868.712.636,- 

03 = 194.565.310,- 

99,63% 

90,28% 
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 BAB IV 
PENUTUP 

 
 

A. KESIMPULAN 

Untuk melaksanakan program kerja setiap  tahunnya  dibuat suatu 

perencanaan yang telah tersusun didalam Rencana Strategis. Rencana Strategis 

Pengadilan  Negeri   Pasarwajo   tersusun   dalam   bentuk   tahunan   dan   

jangka menengah (program lima tahunan tahun 2015-2019) yang merupakan 

acuan bagi segenap Hakim maupun Karyawan/Karyawati di lingkungan 

Pengadilan Negeri Pasarwajo didalam melaksanakan tugas penyelenggaraan 

hukum dan keadilan. 

Beberapa  faktor  yang  paling  berpengaruh  baik  positif  maupun  negatif 

terhadap perkembangan Pengadilan Negeri Pasarwajo, dari Analisis Kekuatan, 

Kelemahan, Peluang dan Hambatan ditentukan asumsi strategis, yaitu : 

a)   Menggunakan kekuatan yang ada pada organisasi untuk memanfaatkan 

peluang; 

b)    Memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman; 

c)    Mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang; 

d)  mewaspadai dan mencegah ancaman kelemahan yang menjadi ancaman 

bagi terwujudnya visi dan misi. 

Dari  beberapa  analisis  diatas  dengan  melihat  keterkaitan  masing-

masing faktor (aspek kekuatan dan kelemahan) yang dihubungkan antara visi dan 

misi yang hendak  dicapai,  maka  dapat  disimpulkan  rumusan  hasil  analisis  

strategis  yang menjadi prioritas Kunci Keberhasilan adalah : 

1.   Peningkatan kinerja pelayanan (perumusan kebijakan dan sosialisasi); 

2.   Peningkatan profesionalisme aparat Peradilan; dan 

3.   Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan  Pengadilan 

Negeri Pasarwajo. 

4.   Mengembalikan kepercayaan publik dengan memberikan pelayanan yang 

prima. 

Selanjutnya   untuk   memberi   fokus   dan   memperkuat   rencana   yang 

memperjelas hubungan antara misi dan tujuan disusun, faktor kunci keberhasilan 

sebagai berikut: 

1.   Adanya   pembinaan   dan   pengembangan   sumber   daya   manusia   

aparatur Pengadilan Negeri Pasarwajo agar menjadi profesional. 

2.   Dukungan sarana dan prasarana pelayanan hukum yang memadai. 

3.   Pengawasan yang terencana dan efektif. 

4.   Adanya   peraturan   perundang-undangan   mengenai   akuntabilitas,   

pelayanan publik dan ketatalaksanaan yang mendukung. 
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B.     SARAN 

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja dari Pengadilan Negeri Pasarwajo 

dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang Visi dan Misinya. 

Serta penambahan pegawai untuk mengisi formasi tenaga struktural yang masih 

dirangkap oleh tenaga fungsional dan mengadakan pelatihan-pelatihan yang 

dapat membantu didalam pengelolaan administrasi perkantoran modern. 

       

     Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Kelas II 

 

 

 

   MUKHLASSUDDIN, SH., MH 
   NIP.19720301 199203 1 003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LKJIP PENGADILAN NEGERI PASARWAJO KELAS II  35 
 

 
 
 
 

 

LAMPIRAN 

1. SK TIM PENYUSUN LKJIP 

 

 

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PASARWAJO 

NOMOR : W23.U7/         /OT.01.2/11/2018 

TENTANG 

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 
PADA PENGADILAN NEGERI PASARWAJO 

 
KETUA PENGADILAN NEGERI PASARWAJO 

Menimbang  

 

 

 

 

 

Mengingat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memperhatikan 

Menetapkan 

 
Pertama 
 

Kedua  

 

Ketiga 

 
Keempat 
 

: 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

:  
 
 
 
 
: 
 
 
: 
 
 

: 
 
 
: 
 

: 

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indoneisa Nomor 29 
Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

b. Bahwa Tahun 2018 segera berakhir maka perlu dibentuk tim penyusun Laporan Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pasarwajo tahun 2018 yang 
bertugas untuk mengumpulkan data, menyusun narasi, membuat data, serta 
menyelenggarakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri 
Pasarwajo; 

c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan 
mampu melaksanakan tugas tersebut; 

 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5); 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan 
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616); 

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Kepaniteraan Dan Kesekretatiatan Peradilan; 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah; 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaopran 
Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

6. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12 
November 2018 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja 
Tahun 2019. 

MEMUTUSKAN : 

 
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pasarwajo Tahun 2018 

Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri 
Pasarwajo Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini 
 
Memerintahkan kepada yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini untuk 

melaksanakan tugas dengan baik. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan keputusan ini sewaktu-

waktu dapat diubah sesuai dengan kepentingan. 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan 

dengan penuh tanggung jawab.. 

 Ditetapkan di :  Pasarwajo 
Pada tanggal :  29 November 2018 

 

KETUA PENGADILAN NEGERI PASARWAJO 

 

 
MUKHLASSUDDIN, S.H.,M.H. 
NIP. 19720301 199203 1 003 
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      Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo 
  Nomor  : W23.U7/        /OT.01.2/11/2018 
  Tanggal  : 29 November 2018 
 

NO. NAMA/NIP/PANGKAT GOL. JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM 

1. 
MUKHLASSUDDIN, S.H..M.H. 
NIP. 19720301 199203 1 003 
Pembina – IV/a 

Ketua Pelindung / Penasehat 

2. 
ANDI EDDY VIYATA, S.H. 
NIP. 19751130 200112 1 003 
Pembina – IV/a 

Wakil Ketua Ketua 

3. 
I WAYAN PUJAARTAWA, S.H. 
NIP. 19651117 198603 1 004 
Penata Tk. I – III/d 

Panitera  Koordinator Administrasi Perkara 

4. 
ROSMAWATI, S.E. 
NIP. 19771011 200604 2 001 
Penata – III/c  

Sekretaris Koordinator Administrasi Umum 

5. 
ZAMINU, S.H. 
NIP. 19680513 199203 1 001 
Penata Tk. I – III/d 

Paitera Muda Pidana  Pengolah Data Kepaniteraan Pidana 

6. 
ADNAN, S.H. 
NIP. 19650302 199303 1 007 
Penata Tk. I – III/d 

Panitera Muda Perdata Pengolah Data Kepaniteraan Perdata 

7. 
NURMIATY, S.H. 
NIP. 19780921 200212 2 002 
Penata – III/c 

Penitera Muda Hukum Pengolah Data Kepaniteraan Hukum 

8. 

LA SUMITO 
NIP. 19690509 199303 1 003 
Penata Muda Tk. I – III/b 

Kasubbag Kepegawaian, 

Organisasi dan Tata 

Laksana 

Pengolah Data Bagian Kepegawaian 

9. 

NUR DWI RAHTI, S.H. 
NIP. 19880225 201101 2 025 
Penata Muda Tk. I – III/b 

Plt. Kasubbag 

Perencanaan, TI dan 

Pelaporan 

Pengolah Data Bagian Perencanaan, 

Teknologi Informasi dan Pelaporan 

10. 
ARDIAN SYAH, S.H. 
NIP. 19801020 201212 1 001 
Penata Muda Tk.I – III/b 

Kasubbag Umum dan 

Keuangan 

Pengolah Data Bagian Umum dan 

Keuangan 

11. 
ZULKADRI BAKRI, S.H. 
NIP. 19860721 201001 1 012 
Penata Muda Tk.I – III/b 

Pengelola Teknologi 

Informasi 
Anggota 

12. 
HELMY PANCA PUTRAWAN, S.H. 
NIP. 19850724 201403 1 001 
Penata Muda – III/a 

Bendahara Pengeluaran Anggota 

 

Ditetapkan di  :  Pasarwajo 

Pada tanggal :  29 November 2018 

 

KETUA PENGADILAN NEGERI PASARWAJO 

 

 

 
MUKHLASSUDDIN, S.H.,M.H. 
NIP. 19720301 199203 1 003 
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LAMPIRAN 

 

2. STRUKTUR ORGANISASI 

PENGADILAN NEGERI PASARWAJO KELAS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETUA 

MUKHLASSUDDIN, SH., MH 

WAKIL KETUA 

ANDI EDDY VIYATA, SH 

 PANITERA 

I WAYAN PUJAARTAWA, S.H. 

SEKRETARIS 

ROSMAWATI, SE 

PANMUD PERDATA 

ADNAN, SH 

KASUBBAG 

KEPEGAWAIAN DAN 

ORTALA 

LA SUMITO 

 

PANMUD HUKUM 

NURMIATY, S.H. 

PANMUD PIDANA 

ZAMINU, SH 

H A K I M 

BASRIN, S.H. 

CHRISTIAN YOSEPH P. SIREGAR, S.H. 

MAHMID, S.H. 

NOVALISTA RATNA HAKIM, S.H. , M.H 

PANITERA PENGGANTI 

HASLIM, S.H. 

FAJRIANSYAH P. TALLAMA, S.H. 

ELVIANTO, S.H. 

JURUSITA 

 
LAODE AFENI 

KASUBBAG UMUM 

DAN KEUANGAN 

ARDIAN SYAH, S.H. 

Plt. KASUBBAG 

PERENCANAAN, TI  

DAN PELAPORAN 
NUR DWI RAHTI, S.H. 
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LAMPIRAN 

 

1. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PASARWAJO 

 

NO 
KINERJA 

UTAMA 
INDIKATOR KINERJA FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN 

PENANGGUNG 

JAWAB 
SUMBER DATA 

1. Terwujudnya 

Proses 

Peradilan yang 

Pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara 
yang diselesaikan : 

- Perdata 
- Pidana       

  

 

 

 

Catatan : 

 Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di 

Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 

 Sisa perkara yang diselesaikan  = Sisa perkara tahun sebelumnya. 

 

Panitera Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

  b. Persentase perkara : 
 

-  Perdata 

-  Pidana 

yang diselesaikan 

   tepat waktu 

 

 

 

Catatan : 

 Jumlah perkara yang harus diselesaikan = Jumlah perkara tahun berjalan 

ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. 

 Penyelesaian perkara tepat waktu = Perkara yang diselesaikan tahun berjalan 
 

Panitera Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

 

x 100% 

 

x 100% 
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  c. Persentase penurunan sisa 
perkara: 
 

- Perdata 
- Pidana 

 

 

 

 

Tn        =  Sisa perkara tahun berjalan 

Tn.1  =  Sisa perkara tahun sebelumnya 

 

Catatan: 

Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan 

Panitera 

 

Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

  d. Persentase perkara yang 
Tidak Mengajukan Upaya 
Hukum : 
 Banding 
 Kasasi 
 PK 

 

 

Catatan : 

 Upaya hukum = Banding, kasasi, PK 

 Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas 
atas putusan pengadilan  

 Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum = Putusan perkara BHT Yang tidak 
mengajukan upaya hukum 
 

Panitera Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

  e. Persentase Perkara Pidana 
Anak yang Diselesaikan 
dengan Diversi 
 

 

 

 

 

Catatan: 

Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan 

sebagai korban
 

Panitera Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

                                        x 100% 

 

x 100% 

 

100% 
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  f. Index responden pencari 
keadilan yang puas 
terhadap layanan 
peradilan 

 

Index Kepuasan Pencari Keadilan 

 

Catatan : 

 Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey  

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

 Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.  

 

Panitera Laporan 

Semesteran dan 

Laporan Tahunan 

2. Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Perkara  

 

a. Persentase Isi Putusan 

Yang Diterima Oleh para 

pihak Tepat Waktu 

 

 

 
Catatan : 

Isi putusan = salinan putusan
   

 

Panitera Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

b. Persentase Perkara yang 

Diselesaikan melalui 

Mediasi 

 
 
Catatan : 

Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

Panitera 

 

Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

c. Persentase berkas perkara 
yang diajukan Banding, 
Kasasi dan PK secara 
lengkap dan tepat waktu 

 

   

  

 

 

 

Catatan : 

Panitera 

 

Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

x 100% 

 

 

x 100% 

x 100% 
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Berkas perkara yang lengkap = bundel A 

 

d. Persentase putusan 
perkara yang menarik 
perhatian masyarakat yang 
dapat diakses secara online 
dalam waktu 1 hari setelah 
diputus 
 

 

 

 

 

 

Catatan : 

Bagi pengadilan yang ada perkara tipikor    

Panitera Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

3 Meningkatnya 

Akses Peradilan 

bagi 

Masyarakat 

Miskin dan 

Terpinggirkan 

a. Persentase Perkara 
Prodeo yang diselesaikan 

 

 

 

 

 

Catatan : 

Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat 

Tidak Mampu di Pengadilan 

Panitera Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

b. Persentase Perkara yang 
diselesaikan di luar 
Gedung Pengadilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan : 

 Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat 
Tidak Mampu di Pengadilan 

Panitera Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

 

x 100% 

 

x 100% 

x 100% 
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                  Pasarwajo, 28 Desember 2018 
               
              Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Kelas II 
 
 
 
               

MUKHLASSUDDIN, S.H.,M.H. 
                           NIP.19720301 199203 1 003  

  Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan 
(zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 

 

c. Persentase Pencari 
Keadilan Golongan 
Tertentu yang Mendapat 
Layanan Bantuan Hukum 
(Posbakum) 

 

 

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum  
                                Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu 

 

Catatan : 

 PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi 
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 

 Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 

 

Panitera 

 

Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

4. Meningkatnya 

Kepatuhan 

Terhadap 

Putusan 

Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara 

Perdata yang Ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

                                               

 

                                          Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti 

                                         Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT 

 

 

Catatan : 

BHT : Berkekuatan Hukum Tetap 

Panitera Laporan Bulanan 

dan 

Laporan Tahunan 

 

x 100% 

x 100% 
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LAMPIRAN 

 

4. REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 

Instansi : Pengadilan Negeri Pasarwajo  

Visi  : Terwujudnya Pengadilan Negeri Pasarwajo Yang Agung. 

Misi  : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan; 

    2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan; 

    3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan; 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan; 

 

  No Tujuan 

Target 

Jangka 

Menengah 

(5 Tahun) 

 

Sasaran  Target Strategi 

Uraian 
Indikator 

kinerja 
% 

Uraia

n 
Indikator kiinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan 

Indika

tor 

Kinerj

a 

Kegia

tan 

Target 2019 

 

Anggaran 

Jumlah Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 

1

. 

 

Pencari 

Keadilan 

merasa 

kebutuha

n dan 

kepuasa

nnya 

terpenuhi 

 

Persentas

e perkara 

yang di 

selesaika

n tepat 

waktu 

 Terw

ujudn

ya 

Pros

es 

Pera

dilan 

yang 

Pasti

, 

Tran

spar

an 

dan 

Akun

tabel 

a. Persentase sisa 
perkara yang 
diselesaikan 

 

 

 

 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

Program 

Peningkat

an 

Manajem

en 

Peradilan 

Umum 

Pening

katan 

Manaje

men 

Peradil

an 

Umum 

Perkar

a 

Peradi

lan 

Umum 

yang 

di 

selesa

ikan di 

tingkat 

perta

ma 

dan 

Bandi

ng 

yang 

115 Perkar

a 

37.500.000 35.375.000 31.742.000 64.841.000 17.750.000 

b. Persentase perkara 

yang diselesaikan 

tepat waktu 

99% 99% 100% 100% 100%        

c. Persentase penurunan 

sisa perkara  

90

% 

90

% 

70

% 

70

% 

70

% 
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d. Persentase Perkara 
yang Tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum : 

 Banding 

 Kasasi 

 PK 
 

 

 

 

 

 

95

% 

99

% 

100

% 

 

 

 

 

 

95

% 

99

% 

100

% 

 

 

 

 

 

100

% 

100

% 

100

% 

 

 

 

 

 

100

% 

100

% 

100

% 

 

 

 

 

 

100

% 

100

% 

100

% 

tepat 

waktu 

       

e. Persentase Perkara 
Pidana Anak yang 
diselesaikan secara 
Diversi 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

       

  f. Index Responden 

pencari keadilan 

yang puas terhadap 

layanan peradilan 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

       

Peni

ngkat

an 

Efekt

ivitas 

Peng

elola

an 

Peny

elesa

ian 

Perk

ara 

e. Persentase isi 

putusan yang 

diterima oleh para 

pihak tepat waktu  

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

       

f. Persentase Perkara 

yang diselesaikan 

melalui Mediasi 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

       

g. Persentase berkas 
perkara yang 
diajukan Banding, 
Kasasi dan PK 
secara lengkap dan 
tepat waktu 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

       

h. Persentase putusan 
perkara yang 
menarik perhatian 
masyarakat yang 
dapat diakses secara 
online dalam waktu 1 
hari setelah  diputus 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 
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2

. 

Setiap 

Pencari 

Keadilan 

dapat 

menjangka

u badan 

peradilan 

a. Perse

ntase 

perkar

a 

prode

o yang 

disele

saikan  

b. Perse

ntase 

penca

ri 

keadil

an 

golong

an 

tertent

u yang 

mend

apat 

layana

n  

 

 

 

 

 

 Meni

ngkat

nya 

akse

s 

pera

dilan 

bagi 

masy

arak

at 

miski

n 

dan 

terpi

nggir

kan 

a. Persentase perkara 

prodeo yang 

diselesaikan 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

  Perkar

a 

Peradi

lan 

Umum 

yang 

di 

selsai

kan 

melalu

i 

pemb

ebasa

n 

biaya 

perkar

a 

- Perka

ra 

2.185.000` - 1.500.000` 1.500..000 - 

b. Persentase perkara 

yang diselesaikan di 

luar gedung 

pengadilan 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

  Perkar

a 

peradil

an 

umum  

yg 

disele

saikan  

melalu

i 

sidang 

di luar 

gedun

g 

Penga

dilan 

115 Perkar

a 

23.360.000 35.360.000 108.720.00

0 

111.600.00

0 

111.600.00

0 

  c. Pos 

bantu

an 

huku

m 

(Posb

akum

) 

  c. Persentase pencari 

keadilan golongan 

tertentu yang 

mendapat layanan 

bantuan hukum 

(Posbakum) 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

          

    Meni

ngkat

nya 

kepat

uhan 

terha

dap 

putus

an 

peng

adila

n  

Persentase putusan 

perkara perdata yang 

ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

          

4  Persentase 

Pegawai 

yang 

mengikuti 

Diklat 

pengemban

gan sdm 

dan yang 

ikut fit dan 

proper test 

 

Meni

ngkat

nya 

kualit

as 

SDM 

a. Jumlah SDM yang 

mengikuti diklat 

administrasi Umum 

100

% 

100

% 

90

% 

90

% 

100

% 

   - -      

     b. Jumlah SDM yang 

mengikuti diklat 

teknis 

100

% 

10

0% 

90

% 

90

% 

10

0% 

   3 Orang      
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     c. Jumlah SDM yang 

lulus mengikuti fit 

and proper test 

dalam promosi 

jabatan 

100

% 

100

% 

90

% 

90

% 

100

% 

   2 Orang      

5  Persentase 

realisasi 

anggaran 

 Meni

ngkat

nya 

efekti

fitas 

peng

elola

an 

keua

ngan 

a. Persentase 

realisasi Anggaran 

Dipa 01 

95

% 

95

% 

95

% 

99

% 

98

% 

   4 Lapor

an 

4.981.702.7

56 

3.430.0096

29 

3.640.437.0

80 

3.868.712.6

36 

3.894.859.0

00 

    b. Persentase Realisasi 

Anggaran Dipa 03 

95

% 

95

% 

95

% 

95

% 

98

% 

   4 Lapor

an 
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LAMPIRAN 

 

6. RENCANA KINERJA TAHUN 2018 PENGADILAN NEGERI PASARWAJO 

 
 

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. Terwujudnya Proses Peradilan 
yang Pasti, Transparan dan 
Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : 
- Perdata 
- Pidana 

 

100 % 

b.    Persentase Perkara : 
- Perdata 
- Pidana 
Yang diselesaikan tepat waktu 

100 % 

c.    Persentase penurunan sisa perkara: 
- Perdata 
- Pidana 

70 % 

d.   Persentase perkara yang Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum : 

 Banding 
 Kasasi 
 PK 

 

 
 
 
 

100 % 
100 % 
100 % 

e.   Persentase perkara    Pidana Anak yang 

Diselesaikan dengan Diversi 

90 % 

f. Index responden pencari keadilan yang puas 

terhadap layanan peradilan 

100 % 

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan 
Penyelesaian Perkara 

a. Persentase Isi Putusan Yang diterima oleh Pihak 
Tepat Waktu 

100 % 

b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui 
Mediasi 

100 % 

c. Persentase berkas perkara yang diajukan 
Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat 
waktu 

100 % 

d. Persentase putusan perkara yang menarik 
perhatian masyarakat yang dapat diakses secara 
online dalam waktu 1 hari setelah diputus 

100 % 

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi 

Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 100 % 

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung 
Pengadilan 

100 % 

c.  Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu 
yang mendapat Layanan Bantuan Hukum 
(Posbakum) 

100 % 

4. Meningkatnya Kepatuhan 

Terhadap Putusan Pengadilan 

 

Persentase Putusan Perkara Perdata yang 
Ditindaklanjuti (Dieksekusi) 

100 % 
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LAMPIRAN 

 

6. PERJANJIAN  KINERJA TAHUN 2018 

 

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pasarwajo Tahun 2018 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, 

Transparan dan Akuntabel 

c. Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan 
- Perdata 
- Pidana 

 

100% 
100% 

 
d. Persentase perkara yang diselesaikan 

tepat waktu 

- Perdata 

- Pidana 

 

 

100% 
100% 

 

d. Persentase penurunan sisa 
perkara: 
- Perdata 

- Pidana 

 

 

 

70% 

70% 

 

g. Persentase Putusan Perkara yang 
Tidak Mengajukan Upaya Hukum : 

 Banding 

 Kasasi 

 PK 

 

100% 
100% 
100% 

 

h. Persentase Perkara Pidana Anak yang 
diselesaikan secara Diversi 

 

90% 

i. Index Responden pencari keadilan 
yang puas terhadap layanan peradilan 

100% 
 

2. Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan Penyelesaian 

Perkara 

e. Persentase Isi Putusan Yang Diterima 

Oleh para pihak Tepat Waktu 

100% 
 

f. Persentase Perkara yang diselesaikan 
melalui Mediasi 

100% 
 

g. Persentase berkas perkara yang diajukan 
Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan 
tepat waktu 

 

 
100% 

 

h. Persentase putusan perkara yang 
menarik perhatian masyarakat yang 
dapat diakses secara online dalam 
waktu 1 hari setelah diputus 

100% 
 

3. Meningkatnya akses peradilan 

bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan 

d. Persentase perkara prodeo yang 
diselesaikan 

100% 
 

e. Persentase perkara yang diselesaikan di 
luar gedung pengadilan 

100% 
 

f. Persentase pencari keadilan golongan 
tertentu yang mendapat layanan 
bantuan hukum (Posbakum) 

100% 
 

4. Meningkatnya kepatuhan 

terhadap putusan pengadilan 

Persentase putusan perkara perdata 
yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 

100% 
 

5. Meningkatnya kualitas 

pengawasan 

d. Jumlah pengawasan biaya 

perkara 

e. Jumlah pengawasan keuangan 

Dipa 

100% 
 

100% 
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f. Jumlah pengawasan administrasi 

umum 

 

100% 
 

6. Meningkatnya kualitas SDM c. Jumlah SDM yang mengikuti 

diklat administrasi Umum 

d. Jumlah SDM yang mengikuti 

diklat teknis 

 

100% 
 

 

100% 
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7. PENGHARGAAN 

 

PENERIMAAN PENGHARGAAN SATUAN KERJA TERBAIK 

KATEGORI INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2018 

KATEGORI DIPA KECIL 

BERTEMPAT DI KPPN BAUBAU TANGGAL 20 DESEMBER 2018 
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